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DAFTAR PUSTAKA 
 

A.  Arsip/Dokumen 

 

1906 Staatblad  No. 149 Tahun 1906. 
 

1912 Staatblad  No. 422 Tahun 1912. 
 

1929 Besluit de Burgemeester van Soerabaja tanggal  10 Mei 1929 yang 
diperuntukkan beberapa orang di lingkungan Dermorejo untuk 

tempat tinggal. 
 

1954 Surat Walikota Surabaya Moestadjab Soemowidigdo No. 

342/Rah/’54 perihal Pendudukan Liar Permohonan Subsidi yang 
ditujukan kepada Gubernur Kepala Daerah Propinsi Djawa Timur 

tanggal 25 Februari 1954. 
 

1963 Surat Laporan Warga Asemjajar kepada Walikota Surabaya tanggal 
28 Agustus 1963, Perihal Penjerbuan tanah makam Asemdjadjar. 
 

1964 Permohonan Hak Milik/Hak Pakai atas nama Wongsoredjo kepada 
Menteri Pertanian dan Agraria Jakarta tanggal 2 September 1964 
 

1966 Surat Pemerintah Kotamadya Surabaya kepada Deputy Menteri 

Transmigrasi di Jakarta, Perihal: “Masalah Orang-orang 
Gelandangan di Daerah Kotamadya Surabaja” tertanggal 6 

Desember 1966 
 

1966 Surat Dinas Perumahan Kotamadya Surabaya kepada P.T. Deputy 
Menteri Transmigrasi Djakarta tahun  1966). 
 

1966 Surat Panitia Landreform Kecamatan Sawahan kepada Ketua 
Panitia Landreform Tingkat II Kotamadya Surabaya tanggal 16 Juli 

1966 
 

1966 Surat BPH Kotamadya Surabaya kepada Walikota Surabaya tanggal 
11 Agustus 1966 Perihal: Soal Gelandangan. 
 

1968 Surat Perintah Markas Komando Operasi Gelandangan 084 – 
Kotamadya Surabaja No. PRIN-002/4/68 tanggal 25 April 1968. 

 
1968 Surat Perintah Komando Operasi Gelandangan 084 Kotamadya 

Surabaya No.: PRIN-002/4/68  tanggal 25 April 1968. 
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1970 Keputusan Bersama Gubernur Kepala Daerah Propinsi Djawa 
Timur / Kepala Inspeksi Pendaftaran Tanah Djawa Timur dan 

Walikota Kepala Daerah Kotamadya Surabaja No. 69/K. No. 
1/Agr./Kos/1/70 tentang Ketentuan2 tentang Struktur Organisasi 

dan Tata Kerdja Kantor Agraria Daerah Kotamadya Surabaja, 
Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah Surabaja 

dan Dinas Perusahaan Tanah dan Rumah Kotamadya Surabaja. 
Tanggal 19 Djanuari 1970. 
    

1970 Agreement antara Gubernur Kepala Daerah Propinsi Djawa Timur / 
Kepala Inspeksi Pendaftaran Tanah Djawa Timur dengan Walikota 

Kepala Daerah  Kotamadya Surabaja mengenai Pelaksanaan Tugas 
Agraria di Daerah Kotamadya Surabaja. Tanggal 20 Djanuari 1970. 

 
1970 Putusan DPRD-GR No. 09/DPRD-GR/Kep./70 tentang 

Pengesyahan Rencana Pendahuluan Kotamadya Surabaya” (Out 

Line Plan) sebagaimana tercantum dalam buku serta gambar dalam 
Peta yang menjadi lampiran Surat Kepurusan ini (Lampiran 1). 

Tanggal 23 Nopember 1970. 
 

1971 Surat B.P.H. Akomodasi Kotamadya Surabaya kepada Kepala 
Wilayah Surabaya Timur kepada Kepala Tjamat Rungkut, Nomor 
2005/22 Tanggal 5 April  1971 tentang Bekas Tanah Partikelir di 

Daerah Ketjamatan Rungkut dan tanah-tanah Lainnya. 
 

1971 Surat undangan Rapat B.P.H. Akomodasi Kotamadya Surabaya 
kepada Kepala Wilayah Surabaya Timur kepada Kepala Tjamat 

Rungkut, Nomor 2005/24 Tanggal 5 April 1971 tentang Bekas 
Tanah Partikelir di Daerah Ketjamatan Rungkut dan tanah-tanah 
Lainnya. 

 
1971 Surat B.P.H. Akomodasi Kotamadya Surabaya kepada Kepala 

Wilayah Surabaya Timur kepada Kepala Tjamat Karangpilang, 
Nomor 2005/23 Tanggal 5 April  1971 tentang Bekas Tanah 

Partikelir di Daerah Ketjamatan Karangpilang dan tanah-tanah 
Lainnya. 
 

1971 Surat Kepala Wilayah Surabaja Timur Kotamadya Surabaya kepada 
Walikota Kepala Daerah Ic. B.P.H. Akomodasi Kotamadya Surabaya 

Nomor 722/7/WTM./71 Tanggal 12 April 1971 tentang Bekas 
Tanah Partikelir di Daerah Ketjamatan Rungkut dan tanah-tanah 

Lainnya. 
 

1971 Surat BPH Akomodasi Kotamadya Surabaya kepada Kepala Wilayah 

Surabaya Timur Nomor 2005/31 Tanggal 26 Mei 1971 tentang 
Bekas Tanah Partikelir di Ketjamatan Rungkut dan Tanah Lainnya. 
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1972 Surat laporan tentang “Kegiatan Pelaksanaan Tugas Rehabilitasi 
Tuna Karya Propinsi Djawa Timur Semendjak 1966 s/d. 1972” 

tanggal 12 Djuli 1972.  
 

1972 Laporan kegiatan rehabilitasi Tuna Karya Kotamadya Surabaya 
1966 s/d 1972. 

 
1974 Surat Komando Penertiban Gelandangan Kota Surabaya kepada 

Komandan Seksi Kota Kecamatan Karangpilang Surabaya tanggal 
21 Desember 1974 
 

1975 Keputusan Walikota KDH Tingkat II Surabaya No. 190/WK/75 20,  
Juni 1975. 

 
1976 Buku Tabungan Serie RM No. 16 atas nama Soebandi, Pegawai 

Direktorat Agraria Prop. Jatim, tanggal diberikan 7 Agustus 1976. 
Ditandatangani oleh Direktur JKP Kota Besar Surabaya Ir. Ibrahim 
Sutjahjo. 

 
1977 Surat Sekretatis Kotamadya Surabaya  kepada Kepala Dinas Tanah 

dan Rumah No. 7804A/1100 tentang Turunan Pungutan uang sewa 
dang anti rugi Landreform tanggal 7 September 1977. 

  
1977 Surat Gubernur Propinsi Jawa Timur kepada 

Bupati./Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya No. 

DA/C./9754/1977 perihal Pungutan Uang Sewa dan Ganti Rugi 
Landreform tanggal 25 Juli 1977. 

 
1978 Surat Walikota Kepala Derah Tingkat II Surabaya kepada Gubernur 

Kepla Daerah Tingkat I Jawa Timur No. 3000/40/78 perihal 
Pengesahan Peraturan Daerah No. 12 Tahun 1977. Tanggal 12 
Januari 1978. 

 
1983 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 4 

Tahun 1982 tentang Penetapan Garis Sempadan dan Peruntukan 
Tanah Jalan Pucang Anom. Surabaya, 24 Februari 1983. 

 
1983 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 3 

Tahun 1982 tentang Penetapan Garis Sempadan dan Peruntukan 

Tanah Jalan Wonokromo dan Sekitarnya. Surabaya, 24 Februari 
1983. 

 
1989 Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I 

Jawa Timur No.: PIMP. 9 Tahun 1989/1990, tentang Pembentukan 
Panitia Khusus Penelitian Kasus Tanah di Desa Tubanan 
Kecamatan Tandes dan Desa Pradah Kalikendal Kecamatan 
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Karangpilang Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, tanggal 16 
Desember 1989. 

 
1996 Daftar Inventarisasi Tanah yang Dikelola oleh Dinas Pengelolaan 

Tanah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, tanggal 1 
Januari 1996. 

 
2001 Surat Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya No. 

010/1991/402.5.12/2001 tanggal 30 Juli 2001 tentang/perihal 

pengamanan tanah-tanah asset Pemerintah Kotamadya Daerah 
Tingkat II Surabaya 

 
2001 Surat nomor 08/Eks/XI/2001, perihal Permohonan dukungan, 

rekomendasi, dan audiensi. Ditujukan kepada DPR RI, Jakarta. 
 

2001 Surat nomor 013/Eks/IX/2001 perihal Pencabutan Peraturan 
Daerah dan Sertifikat Hak Pakai dan penolakan permohonan HP 
atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya 

 
2001 Surat nomor 011/Eks/IX/2001 perihal Pencabutan Peraturan 

Daerah dan Sertifikat Hak Pengelolaan dan penolakan permohonan 
HPL atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya. 

Surat itu tertuju Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan 
Pertanahan Nasional 

 
2003 Surat Badan Pertanahan Nasional No. 530.35-1076 tanggal 30 

Januari 2003 perihal Langkah-langkah koordinasi pembahasan dan 

penelitian tanah negara di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 
Surabaya. 

 
2005 Rekapitulasi Hasil Pendataan Fasum Pemerintah Kota Surabaya 

yang Sudah Diukur oleh BPN untuk Diajukan Sertifikat Hak 
Pengelolaannya oleh Dinas Pengelolaan Tanah dan Rumah Kota 
Surabaya Tahun Anggaran 2002-2005, 22 Agustus 2005 

 
2008 Rekapitulasi Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya yang dikelola 

DPBT Kota Surabaya, 18 Februari 2008 
 

2008 Rekapitulasi Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya yang dikelola 
DPBT Kota Surabaya, per Bulan November 2008 
 

2008 Pemanfaatan Lahan Pemerintah Kota Surabaya oleh Pihak Ketiga 
Tahun 2005 s/d 2007, tanggal 12 Februari 2008 
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2010 Tata Cara Pengurusan Ijin Pemakaian Tanah Kota Surabaya, Dinas 
Pengelolaan Bangunn dan Tanah Kota Surabaya, Jln. Taman Surya 

No. 1 Telp. (031) 534305-57- Psw 124, 136, 154, 168, 171,213. 
 

2012 Pelepasan Surat Ijo 2012, Hasil Verifikasi Seluruh Surabaya. 
 

2012 Lokasi Izin Pemakaian Tanah, Pembagian Batas Administratsi Kota 
Surabaya. 
 

2011 Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 471 K/Pdt/2011 Jo. 
Nomor 84/Pdt.G/2007/PN.Sby tertanggal 08 September 2011 

dalam Perkara antara Warga Pemegang Surat Ijo Kelurahan Jagir 
dan Ngagelrejo melawan Pemerintah Kota Surabaya/DPRD Kota 

Surabaya, dan Kantor Pertanahan Kota Surabaya sebagai Tergugat. 
 

2013 “Pejuang Surat Ijo Mendesak Pemkot dan DPRD untuk Hearing” 

Press Release tanggal 11  Oktober 2013. 
 

2013 Surat GPHSIS kepada Kepala Badan Pengawas Keuangan dan 
Pembangunan di Surabaya No. 029/GPHSIS/X/2013 tanggal 15 

Oktober 2013. 
 

 

 

B. Surat Khabar dan Majalah 

 

Bali Post “Ribuan Pemilik Surat Hijau Demo Walikota Surabaya” 

dalam Bali Post, 24 Februari 2004. 
 

Gapura   “1 April: Lahirnja Kotapradja Surabaja” dalam Gapura, 
Madjalah Bulanan Gema Kehidupan Kota No. 1 April 

1968 (Surabaja: Pemerintah Daerah Kotamadya 
Surabaja, 1968) 

   
______________  “Ketentuan-ketentuan Chusus Mengenai Baliknama atas 

Tanah Persewaan Kotamadya Surabaja” dalam Gapura, 

Madjalah Bulanan Gema Kehidupan Kota, No. 1 April 
1968. 

 
______________  “1 April: Lahirnja Kotapradja Surabaja” dalam Gapura, 

Madjalah Bulanan Gema Kehidupan Kota No. 1 April 
1968. Surabaja: Pemerintah Daerah Kotamadya 

Surabaja, 1968. 
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Gapura  “5000 Orang Tunakarya Menggelandang di dalam Kota” 
dalam Gapura, Madjalah Bulanan Gema Kehidupan Kota, 

No. 1 April 1968, 
 

______________  “Dari Redaksi: Masalah Gelandangan Masih Belum 
Selesai” dalam Gapura, Madjalah Bulanan Gema 

Kehidupan Kota, No. 5 September 1968 
 

______________  “Dengan lebar djalan 20 meter, Pusat Perdagangan 
Kembang Djepun Harus Segera Diremadjakan” dalam 
Gapura, Madjalah Gema Kehidupan Kota No. 7 Nopember 

1968 
 

______________  “Lembaran Sedjarah Tram Kota” dalam Gapura, Madjalah 
Bulanan Gema Kehidupan Kota, No. 5 September 1968 

 
______________  “Master Plan, Suatu Kelengkapan yang Mutlak bagi Tiap-

tiap Kota” dalam Gapura, Madjalah Gema Kehidupan 
Kota No. 8 Desember 1968 
 

______________  “Urbanisasi Kepadatan Penduduk di Pusat Kota, 
Berdjubel 500 Djiwa Perhektar” Bagian 1, dalam Gapura, 

Madjalah Bulanan Gema Kehidupan Kota No. 4, Agustus 
1968. 

 
______________  “Menjiapkan 5 Ketjamatan Baru, Untuk Menjedot 

Penduduk jang Berdjubel di Pusat Kota” dalam  Gapura, 
Madjalah Bulanan Gema Kehidupan Kota, No. 4  Agustus 
1968, 

 
______________  “Urbanisasi Kepadatan Penduduk di Pusat Kota, 

Berdjubel 500 Djiwa Perhektar” Bagian 2, dalam Gapura, 
Madjalah Bulanan Gema Kehidupan Kota No. 5, 

September 1968 
 

______________  “Surabaja Tiga Wilajah” dalam Gapura, Madjalah 
Bulanan Gema Kehidupan Kota,No. 11 Maret 1969. 
Surabaja: Pemda Kotamadja Surabaja, 1969. 

 
Jawa Pos  Daftar Investor yang memperoleh ijin pembebasan tanah 

di Surabaya Barat pada 1971 yang dikutip Jawa Pos, 25 
Februari 1971. 

 
___________   “Berakhir, Kasus Tanah Tubanan, Komnas HAM 

Saksikan Penandatanganan “Kesepakatan 19 Mei”” 
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dalam Jawa Pos, 20 Mei 1990. 
 

Jawa Pos   “Izin pembebasan tanah Walikota Surabaya di Surabaya 
Barat. Jawa Pos, Februari 1995. 

 
______________  “Pelepasan Surat Ijo Berbasis Kawasan, Pilihan Rasional 

Hindari Spekulan”, dalam Jawa Pos 12 Februari 20011 
 

______________  “Sebagian Lahan Surat Ijo Akan Dilepas” dalam Jawa 
Pos, 26 Februari 2012 

 
______________  “Surat Ijo Dijanjikan Tahun Depan” dalam Jawa Pos, 5 

Juni 2012 
 

______________  “Tanah Surat Ijo Bisa Jadi Hak Milik, Dewan Usulkan 

dalam Raperda Barang Milik Daerah” dalam Jawa Pos, 
11 Februari 2012. 

 
______________  “Kompensasi Sesuai NJOP Memberatkan, Usul Pelepasan 

Tanah Status Surat Ijo” dalam Jawa Pos, 13 Februari 
2012. 
 

______________  “10.000 Persil Tidak Ber-IPT, Tanah Surat Ijo Bisa Kena 
Sanksi” dalam Jawa Pos, 18 Desember 2013. 

 
______________  “12 Jabatan Lurah Kosong” dalam Jawa Pos, 5 Desember 

2013. 
 

______________  “Arsip Amburadul Bikin Aset Melayang, Segera Bentuk 
Dinas Pengelola Aset” dalam Jawa Pos, 17 September 

2013. 
 

______________  “Data Surat Ijo Berbeda, Selisih 14 Ribu dengan 

Kecamatan” dalam Jawa Pos, 27 Oktober 2013. 
 

______________  “Desak Percepat Raperda Surat Ijo, Pemkot Selesaikan 
Naskah Akademis” dalam Jawa Pos, 15 September 2013 

 
______________  “Dewan Desak Prioritas Pelepasan Petok D, Rencana 

Raperda Surat Ijo” dalam Jawa Pos, 14 November 2013 
 

______________   “Khawatir Jadi Komoditas Politik, Raperda Surat Ijo 

Harus Kelar Tahun Ini” dalam Jawa Pos,  18 September 
2013 
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Jawa Pos   “Kompensasi sesuai NJOP Memberatkan, Usul Pelepasan 
Status Tanah Surat Ijo” dalam Jawa Pos, 13 Februari 

2013. 
 

______________  “Pelepasan Tanah Surat Ijo Paling Sulit, Pembahasan 37 
Raperda Tahun Depan” dalam Jawa Pos, 29 Desember 

2013 
 

______________  “Warga Bisa Beli Lahan Surat Ijo, Pemkot Bakal Lego 48 
Ribu Persil” dalam Jawa Pos,, 6 September 2013 
 

______________  “Dua Masalah Menahun Belum Kelar” dalam Jawa Pos,  
4 Maret 2014 

 
______________  “Hasil Surat Ijo untuk Beli Lahan Baru, Warga Bayar 100 

Persen tapi Bisa Kredit” dalam Jawa Pos, 19 Juni 2014 
 

______________  “Juga “Tunggu Merger Tunjuk Lurah Sementara” dalam 
Jawa Pos, 5 Januari 2014 

 
______________  “Makelar Surat Ijo Berkeliaran, Pemkot Terima Laporan 

Warga” dalam Jawa Pos, 4 Februari 2014. 

 
______________  “Pelepasan Surat Ijo Tersandung YKP, Penyusunan 

Raperda Mengalami Kerumitan”, dalam Jawa Pos, 16 
Januari 2014. 

 
______________  “Pelepasan Tanah Hanya Minta Persetujuan Dewan, 

Raperda Surat Ijo Digedok” dalam Jawa Pos, 20 Agustus 
2014. 
 

______________  “Pemkot Laporkan YKP ke KPK” dalam Jawa Pos,  6 Mei 
2014. 

 
______________  “Pemkot Tunggu Pengajuan Warga, Pelepasan 12.958 

Persil Surat Ijo”  dalam Jawa Pos, 18 September 2014. 
 

______________  “Pengajuan Surat Ijo Bertahap” dalam Jawa Pos, 4 Mei 
2014. 
 

______________ “Raperda Surat Ijo Masih Bermasalah, Belum ada Luas 
dan Nilai Lahan” dalam Jawa Pos, 9 Mei 2014. 

 
______________  “Sengketa IMB, Yekape Kalahkan Pemkot” Jawa Pos, 7 

Mei 2014. 
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Jawa Pos    “Tunggu Merger, Tunjuk Lurah Sementara, Pelayanan 

Kelurahan Dijamin Tetap Normal” dalam Jawa Pos, 5 
Januari 2014. 

 
______________  “Urusi Aset, Kepala DPBT Diganti” dalam Jawa Pos,  26 

Agustus 2014. 
 

______________  “Warga Desak Harga Pelepasan Sesuai NJOP, Awas 
Spekulan Tanah Bermain” dalam Jawa Pos,  30 Juni 
2014. 

 
______________  “600 Persil Akan Berstatus IPT” dalam Jawa Pos, 4 April 

2014 
 

______________  “DPRD Minta Pemkot Buka Pusat Informasi, Agar 
Pelepasan Lahan Tak Terganggu Makelar” dalam Jawa 

Pos,  2 Juli 2014 
 

______________  “Ketepatan Waktu Jadi Pertaruhan, Proses Pelepasan 
Tanah Surat Ijo Tidak Perlu Lama” dalam Jawa Pos, 28 
Agustus 2014. 

 
______________  “Pelepasan Surat Ijo Dimulai Akhir Tahun, Pemkot Target 

12.958 Persil” dalam Jawa Pos, 6 September 2014. 
 

______________  “Pengesahan Raperda Surat Ijo Masih Alot”, dalam Jawa 
Pos, 10 Agustus 2014. 

 
______________  “Rencana Pelepasan Tanah Surat Ijo di Surabaya, Warga 

Masih Berkeberatan Nilai Kompensasi” dalam Jawa Pos,  

30 Juni 2014. 
 

______________  “97 Rumah Dinas Nyaris Lepas” dalam Jawa Pos tanggal 
8 Oktober 2015. 

 
______________  “Awas, Spekulan Mulai Berkeliaran, Mau Talangi Dana 

Pelepasan Tanah” dalam Jawa Pos, 3 Agustus 2015. 
 

 
______________ “KPP Setuju, Pemkot Legawa, Revisi Perda Surat Ijo” 

dalam Jawa Pos, 4 Januari 2015. 

 
______________  “Pelepasan Surat Ijo tanpa Diskon, Warga Tak Mampu 

Bayar Pelepasan” dalam Jawa Pos, 18 Agustus 2015. 
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Jawa Pos   “Pemkot Siap “Jual” Lahan Surat Ijo, Merasa Milik 

Sendiri, Warga Ogah Beli” dalam Jawa Pos, 3 Agustus 
2015. 

 
______________  “Proyek RSUD dr Soewandhie Bisa Berlanjut, Pemkot 

Menang Gugatan atas Warga Surat Ijo” dalam Jawa Pos, 
27 Juni 2015. 

 
______________  “20 Warga Ajukan Pelepasan Tanah” dalam Jawa Pos, 31 

Oktober 2015. 

 
______________  “Siapkan Perubahan Regulasi Surat Ijo” dalam Jawa Pos, 

20 Februari 2015. 
 

______________  “Surat Ijo Bisa Dapat Ganti Rugi, Perda IPT Siap Direvisi” 
dalam Jawa Pos, 2 Januari 2015 

 
______________  “Surat Ijo Dihargai Separo NJOP” dalam Jawa Pos, 24 

Februari 2015 
 

Kompas Warga Surabaya, di atas Ketimpangan Terendah” dalam 

Kompas, 9 September 1986. 
 

Koran Sindo  “Penghuni Surat Ijo  Terus Melawan” dalam Koran Sindo 
21-12-2012 

 
______________ “Penghuni Surat Ijo Terus Melawan” dalam Koran Sindo, 

21 Februari 2012 
 

Liberty  “Membangun Kota Surabaja” dalam Liberty, 30 April 

1966 
 

Pembela Rakjat  “Tanah Partikelir” dalam Pembela Rakjat No. 31 Tahun 
ke-1, Desember 1939. 

 
______________ “Perkara Tanah Particulier” dalam Pembela Rakjat No 45 

Tahun ke-1, 17 Maret 1940. 
 
 

______________ “Soal Tanah Partikelir” dalam Pembela Rakjat No 46 
Tahun ke-1, 24 Maret 1940. 

 
______________ “Soal Tanah Partikelir” dalam Pembela Rakjat No 47/48 

Tahun ke-1, 10 April 1940. 
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Pembela Rakjat “Soal Tanah Partikelier” dalam Pembela Rakjat No. 49/50 
Tahun Ke-1, 30 April 1940. 

 
Perdamaian  “Makam-makam Tionghoa Djadi Korban Bangunan Liar” 

dalam Perdamaian, 12 Agustus 1959. 
 

Republika  “Yusril Sebut Gubernur Jateng Salah Persepsi” dalam 
Republika, 15 Januari 2015 

 
Suara 
Pembaharuan  

“Indikator Kesalahan Kepala BPN Surabaya Menguat” dalam 

Suara Pembaharuan, 6 Agustus 2015.  

 

Surabaja Post  “Djangan ragu-ragu ganti nama, Pendirian LPKB tentang 
penggantian nama jang masih Tjina” dalam Surabaja 

Post, 30 Oktober 1966. 
 

______________  “Komando Penampungan Tuna Karja Djatim Tampung 

200 dari S’baja” dalam Surabaja Post,  21 April 1966. 
 

______________  “Kompleks Perumahan Indah Berhasil Dibangun di 
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Pelepasan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya, 25 September 2015.  
 

2016 Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 3 Tahun 2016 tentang Izin Pemakaian 
Tanah. Surabaya, 23 Februari 2016. 
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2. Peraturan Perundangan Tingkat Nasional 
 

1950 Undang-undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa 
Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta. 

Jogjakarta, 14 Agustus 1950. 
 

1952 Undang-undang Nr 6 Tahun 1952 tentang Penetapan “Undang-undang No. 
6 Tahun 1951 untuk Mengubah “Grondhuur Ordonnantie” (Stbl 1918 Nr 88) 

dan “Verstenlandsch Grondhuurreglement” (Stbl 1918 Nr 20)” sebagai 

Undang-undang. Djakarta, 23 Juli 1952. 
 

1953 Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1953 
tentang Penguasaan Tanah-tanah Negara. Djakarta, 24 Januari 1953. 

 

1954 Undang-undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 1954 tentang Penetapan 

Undang-undang Darurat tentang  Pemindahan Hak Tanah-tanah dan 

Barang-barang Tetap yang Lainnya yang Bertakluk Kepada Hukum Eropah 
(Undang-undang Darurat No. 1 Tahun 1952) sebagai Undang-undang. 

Djakarta, 13 Juli 1954. 
 

1957 Undang-undang Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1957 tentang 
Peraturan Umum Retribusi Daerah. Djakarta, 25 Mai 1957. 

 

1958 Undang-Undang No. 1 Tahun 1958 tentang Penghapusan Tanah Partikelir 

 

1960 Undang-Undang  No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok 
Agraria atau UUPA 1960. 

 

1960 Ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960 tentang Garis Garis Besar Pola 

Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama 1961-1969 
 

1960 Undang-Undang No. 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah 
Pertanian. 

1960 

 
 

Keputusan Menteri Agraria No. SK 978/Ka/1960 tentang Penegasan Luas 

Maksimum Tanah Pertanian. 

1961 

 
 

Keputusan Presiden RI No. 131 Tahun 1961 tentang   Organisasi 

Penjelenggaraan Landreform. 

1961 
 

 
 

Peraturan Menteri Agraria Nomor 13 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan 
Konversi Hak Eigendom dan Lain-lainnya yang Aktanya Belum Diganti. 

Djakarta, 23 September 1961. 

1961 Peraturan Menteri Agraria Nomor 14 Tahun 1961 tentang Permintaan dan 

Pemberian Izin Pemindahan Hak Atas Tanah. Djakarta, 23 September 1961. 

 

1961 Peraturan Menteri Agraria Nomor 4 Tahun 1961 tentang Permintaan dan 
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Pemberian Izin Pemindahan Hak Atas Tanah. Jakarta, 23 September 1961. 

 

1961 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftarann Tanah. 

Djakarta,  23 Maret 1961. 
 

1962 Surat Keputusan Menteri Agraria No. SK VI/5/Ka Tanggal 20 Januari 1962,  
tentang Pendaftaran Hak Pakai 

 

1963 Keputusan Menteri  Pertanian dan Agraria Nomor Sk. 12/Ka/1963  tentang 

Konversi Hak Opstal dan Erfpacht Diatas Tanah Eigendom Kotapradja. 

Djakarta, 14 Mei 1963. 
 

 

1963 Surat Keputusan Menteri Agraria No. 12/KaJ1963 tentang Konversi Hak 

atas Tanah. 
 

1965 Keputusan Menteri  Agraria Nomor Sk. 88/Depag/1965  tentang tentang 

Penghentian untuk Sementara Semua Kegiatan Anggauta-Anggauta Panitya 
Landreform Pusat/Daerah yang Mewakili Barisan Tani Indonesia (B.T.I.). 

Djakarta, 26 Oktober 1965. 
 

1965 Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pelaksanaan 
Konversi Hak Penguasaan atas Tanah Negara dan Ketentuan-ketentuan 

tentang Kebidjaksanaan Selandjutnja. Djakarta, 6 Desember 1965. (s.d.u. 
dengan Permen Agraria No. 1 Tahun 1966 dan Permendagri No. 5 Tahun 

1974). 

 

1966 Peraturan Menteri Agraria No. 1 Tahun 1966 tentang Pendaftaran Hak 

Pakai dan Hak Pengelolaan. Djakarta, 5 Djanuari 1966. 
 

1971 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 1971 tentang Penyelesaian 
Konversi Hak-hak Barat menjadi Hak Guna Usaha dan Hak Guna 

Bangunan. 
 

1971 Undang-undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi. Jakarta, 29 Maret 1971. 
 

1972 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 6 Tahun 1972 
tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah. Jakarta, 

30 Juni 1972. 
 

1973 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-
ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah. Jakarta, 26 

Juni 1973. 
 

1977 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 1 Tahun 1977 tentang 
Tatacara Permohonan dan Penyelesaian Pemberian Bagian-Bagian Tanah 

Hak Pengelolaan Serta Pendaftarannya. Jakarta, 17 Februari 1977. 
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1979 Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1979 tentang Pokok-pokok 

Kebijaksanaan dalam Rangka Pemberian Hak Baru atas Tanah Asal 
Konversi Hak-hak Barat. Jakarta, 8 Agustus 1979. 

 

1979 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1979 tentang Ketentuan-

Ketentuan Mengenai Permohonan dan Pemberian Hak Baru atas Tanah 
Asal Konversi Hak-hak Barat. Jakarta, 22 Agustus 1979. 

 

1982 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1982 tentang 

Pembentukan Kecamatan ………, Kecamatan Lakarsantri, Kenjeran, dan 

Benowo di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dalam Provinsi Daerah 
Tingkat I Jawa Timur. Jakarta, 20 September 1982. 

 

1992 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 1992 tentang 

Pembentukan 10 (Sepuluh) Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten 
Daerah Tingkat II Blitar, Jember, Bondowoso, Situbondo dan di Wilayah 

Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dalam Wilayah Propinsi Daerah 

Tingkat I Nusa Jawa Timur. Jakarta, 19 September 1992. 
 

1996 Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak 
Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah. Jakarta, 17 Juni 1996.  

 

1997 Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional 

Nomor 9 Tahun 1997 tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk 
Rumah Sangat Sederhana(RSS) dan Rumah Sederhana (RS) jo. Nomor 15 

Tahun 1997 dan Nomor 1 Tahun 1998. 

 

1997 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang 

Pendaftaran Tanah. Jakarta, 8 Juli 1997. 
 

1997 Undang-Undang No. 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah 
dan Bangunan (UU BPHTB). Jakarta, 29 Mei 1997. 

 

1998 Instruksi Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional 

Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pendataan dan 

Monitoring Pemanfaatan Tanah Kosong untuk Penanaman Tanaman 
Pangan. Jakarta, tanpa tanggal. 

 

1998 Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional 

Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk 
Rumah Tinggal Yang Telah Dibeli Oleh Pegawai Negeri Dari Pemerintah. 

Jakarta, 29 Januari 1998. 

 

1998 Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional 

Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk 
Rumah Tinggal. Jakarta, 26 Juni 1998. 

 

1998 Peraturan Menteri Negara Agraria  (PMNA)/Kepala BPN No. 4 Tahun 1998 

tentang Pedoman Penetapan Uang Pemasukan dalam Pemberian Hak Atas 
Tanah Negara. Jakarta, 22 Juni 1998. 
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1998 Peraturan Menteri Negara Agraria atau Kepala Badan Pertanahan Nasional 
No. 5 Tahun 1998 tentang Perubahan Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai 

Atas Tanah Untuk Rumah Tinggal yang Dibebani Hak Tanggungan Menjadi 
Hak Milik. Jakarta, 12 Oktober 1998. 

 

1998 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional 

Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pemanfaatan Tanah Kosong untuk Tanaman 
Pangan. Jakarta, 

 

1999 Peraturan Menteri Negara Agraria No. 3 Tahun 1999 tentang 
Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan 
Pemberian Hak Atas Tanah Negara. 
 

1999 Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional 

Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak 

atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan. Perkaban 9/1999. Jakarta, 24 
Oktober 1999.  

 

1999 Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif 

Penyelesaian Sengketa. Jakarta, 12 Agustus 1999. 
 

1999 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi. Jakarta, 16 Agustus 1999. 
 

2001 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2001 tentang 
Pelaksanaan Otonomi Daerah di Bidang Pertanahan. Jakarta, 17 Juli 2001. 

 
2001 Ketetapan MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan 

Pengelolaan Sumber Daya Alam. 
 

2004 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara. Jakarta, 14 Januari 2004. 
 

2005 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan. 
Jakarta, 30 Desember 2005.  

 

2006 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik 

Negara/Daerah. Jakarta, 24 April 2014. 
 

2007 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman 
Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Jakarta,  

 

2008 Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas PP No. 6 
Tahun 2006. Jakarta, 19 Mei 2008. 

 

2009 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2009 tentang 

Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2007 tentang Tim 
Penertiban Barang Milik Negara. Jakarta, 25 Mei 2009. 
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2009 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 
Tahun 2009 tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kota 

Surabaya di Provinsi Jawa Timur. Jakarta, 6 Maret 2009.  
 

2011 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 
Tahun 2011 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah 

dan Kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu. Jakarta, 4 Pebruari 2011. 
 

2011 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 

Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan 
Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara 

Penertiban Tanah Terlantar. Jakarta, 15 November 2011. 
 

2013 Instruksi Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 
1/Ins/II/2013 tentang Percepatan Pelaksanaan Program Strategis Badan 

Pertanahan Nasional Republik Indonesia Tahun 2013. Jakarta, 25 Februari 

2013. 
 

2014 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik 
Negara/Daerah. Jakarta, 24 April 20104. 

 

2014 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah. Jakarta, 30 September 2014. 
 

 
 

 

3. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 
 

2009 Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 
105/G/2008/PTUN.Sby tanggal 27 Juli 2009. Kasasi dimenangkan oleh 

warga Ngagel Madya Kelurahan Baratajaya.  

 

2012 Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 

10 PK/TUN/2012. Tanggal 9 November 2012. PK diterima/dikabulkan 
melalui pembatalan putusan Mahkamah Agung Nomor 176 K/TUN/2010, 

tanggal 28 September 2010 yang dimenangkan warga Baratajaya. 
 

2012 Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 
98 PK/TUN/2012. Tanggal 13  November 2012. PK diterima/dikabulkan 

melalui pembatalan putusan Mahkamah Agung Nomor 173 K/TUN/2010, 

tanggal 28 September 2010 yang dimenangkan warga Ngagel Madya. 
 

2012 Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 
99 PK/TUN/2012. Tanggal 21 Desember 2012. PK diterima/dikabulkan 

melalui pembatalan putusan Mahkamah Agung Nomor 172 K/TUN/2010, 
tanggal 28 September 2010 yang dimenangkan warga Ngagel Madya 2. 

 

2015 Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 62/PUU-XIII/2015 
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tanggal 16 November 2015. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Daftar Informan 

 
 

No. 
Nama L/P Umur 

(Tahun) 
Pekerjaan Alamat Kantor 

1.  Agus 

Sekarnaji, Dr. 
MH. 

L 52 Dosen FH Unair, 

Penghuni baru tanah 
surat ijo 

Jl. Baratajaya III/98 

Surabaya 

2.  Agus 
Swantoro 

L 46 Seksi Penguasaan dan 
Pemilikan Tanah 

Jl. Puspa Surabaya 

3.  Armudji L 54 Ketua DPRD Kota 

Surabaya 

Jl. Ngagelmulyo IV  

Surabaya 

4.  Atong Leo 
Widagdo 

L 54 Seksi Perubahan 
Peruntukan Tanah BPN 

Kota Surabaya 

Jl. Puspa Surabaya 

5.  Bambang 
Soedarno 

L 75 Purnawirawan AL Jl. Ikan Gurami Perak 
Barat Surabaya 

6.  Bambang 
Sudibyo, Drs. 

L 76 Pensiunan Dinas 
Koperasi Jatim (Ketua 

PMPMHMT/GPHSIS) 

Ngageltirto II/8 Sby 

7.  Cholifah P 45 Penghuni tanah surat 
ijo dan pemilik warung 

Jl. Manyar 
Sambongan Surabaya 

8.  Dedy 

Prasetyo 

L 48 Anggota DPRD Kota 

Surabaya 

Jl. Yos Sudarso 

Surabaya 

9.  Djarot  W. 

Muliawan, 
Dr. 

L 54 Ka Balitbang Kanwil 

BPN Provinsi Jawa 
Timur 

Kantor  Wilayah BPN  

Prov. Jatim Jl. A Yani 
Surabaya 

10.  Djoko 

Sumarsono, 
SH., CN. 

L 58 Pengacara Krukat Utara 8/10 

Surabaya 

11.  Djumadji, 

Drs. 

L 58 Mantan Kepala DPBT 

Kota Surabaya 

Jalan Jimerto 

Surabaya 
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12.  Eddy Samson L 78 Warga Indo-Belanda 
dan Budayawan 

Surabaya 

Wisma Asem Mulya IV 
Surabaya 

13.  Edy Suprapto L 58 Purnawirawan Polri Ngagel Mulyo V 
Surabaya 

14.  Eko 

Prianggodo 

L 55 Seksi Penguasaan dan 

Pemilikan Tanah 

Jl. Puspa Surabaya 

15.  Fajar 
Febriansyah, 

SH. 

L 34 Seksi Pengamanan Aset 
DPBT Kota Surabaya 

Kompleks Kantor 
Kota Surabaya Jl. 

Sedap Malam Sby 

16.  Gindun 

Suwono 

L 76 Purnawirawan Marinir 

AL 

Jagir Sidomukti IX 

Surabaya 

17.  H. Chodrati 
Usman, SH. 

L 78 Mantan PNS Jl. Juwingan No. 124 
Surabaya 

18.  Hardimin L 73 Purnawirawan AL 

 
 

Tambak Segaran, 

Surabaya 

19.  Hendrik 
Susanto 

L 45 Wiraswasta (Penghuni 
Tanah Bersurat Hijau 

Jagir) 

Jagir Sidomukti VI 
Surabaya 

20.  Herawati P 59 Ibu RT Jagir Sidomukti IV 
Surabaya 

21.  Herlina 

Harsono 
Njoto, 

P 40 Ketua Komisi A DPRD 

Kota Surabaya 

Jl. Yos Sudarso 

Surabaya 

22.  Ibu Idris P 66 Swasta Jagir Sidomukti Gang 

Lebar Surabaya 

23.  Ibu Wiwik P 63 Pensiunan PNS Jl. Ngagelrejo Gang 
VIII Surabaya 

24.  Indriyani P 65 Wiraswasta Jl. Buwono 6 Peneleh 

Surabaya 

25.  Joko 

Purnomo 

L 48 Wiraswasta (Penghuni 

Tanah Bersurat Hijau 
Jagir) 

Jagir Sidomukti VI 

Surabaya 

26.  Joko Riyanto L 50 Swasta Jagir Sidomukti IX 

Surabaya 

27.  Kusnan L 78 Purnawirawan Marinir Jl. Ngagel Wasono I 
Surabaya 

28.  M.T. Rahayu P 55 Kepala DPBT Jalan Jemur 

Gayungan 107 

Surabaya 

29.  Mintardji L 76 Pensiunan PT. Pelni Jl. Bratanggede VI 
E/5 RT 02 RW XII 

Surabaya 

30.  Misran L 48 Swasta Jagir Sidomukti IX 
Surabaya 

31.  Moch. Alfan L 55 Seksi Perubahan 

Peruntukan Tanah BPN 

Kota Surabaya 

Jl. Puspa Surabaya 
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32.  Moch. Syi’in L 65 Purnawirawan 
AL/Marinir 

Jagir Sidomukti IX 
Surabaya 

33.  Moh. Asik L 58 Wiraswasta. Pegiat 

Geratis Jagir 

Jagir Sidomukti VI 

Surabaya 

34.  Moh. Farid L 69 Mantan Bupati 
Lamongan 

Taman Nginden Intan 
Surabaya 

35.  Moh. Havid L 67 Pensiunan PNS Bagian 

Hukum Pemkot 
Surabaya 

Kutisari RT VI RW I, 

No. 38  Tenggilis 
Mejoyo 

36.  Moh. Jaelani L 67 Wiraswasta Jagir Sidomukti VI 
Surabaya 

37.  Mustakin L 43 Swasta Jl. Gembili, Bendul 

Merisi  Surabaya 

38.  Ngadiono L 53 Seksi Penguasaan dan 
Pemilikan Tanah 

 
 

Jl. Puspa Surabaya 

39.  Nuryahman L 57 Seksi Perubahan 
Peruntukan Tanah BPN 

Kota Surabaya 

Jl. Puspa Surabaya 

40.  Pak Icuk L 57 Polisi Karang Empat 35 
Surabaya 

41.  Poniran L 38 Wiraswasta (Penghuni 

Tanah Bersurat Hijau 
Jagir) 

Jagir Sidomukti VI 

Surabaya 

42.  Purnomo, 
Drs. 

L 67 Pensiunan Dinas PU Jl. Baratajaya IX No. 
2 Surabaya 

43.  Samijo L 76 Purnawirawan AL Jl. Baratajaya IX No. 

66 Surabaya 

44.  Sasmito L 75 Purnawirawan AL 
(Anggota PMPMHMT) 

Ngageltirto IV/12 Sby 

45.  Satrio Wijoyo L 35 Swasta, Penghuni 

tanah surat ijo (warisan 
orang tua) 

Baratajaya III/36 

Surabaya 

46.  Satriya 
Sembiring 

L 55 Swasta Dukuh Kupang Timur 
XVIII/47 

47.  Simun L 70 Swasta Jagir Sidomukti IX 

Surabaya 

48.  Soebandi L 76 Pensiunan PNS Kantor 
Wilayah BPN Provinsi 

Jawa Timur 

Jl. Kutisari Surabaya 

49.  Soedarno L 67 Purnawirawan AL Jagir Sidomukti IX 

Surabaya 

50.  Soewarno, 
Drs. 

L 72 Pensiunan PNS Dosen 
IKIP Surabaya/Unesa 

Bratanggede F/15 
Surabaya 

51.  Subandi L 70 Swasta Jl. Tuban, Dupak 

Surabaya 

52.  Sudjiman L 76 Pensiunan Sipil AL Jl. Ngagel Madya 
II/21 Surabaya 
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53.  Suhardi L 74 Pensiunan PNS Dikbud Gubeng Airlangga VII 
Surabaya 

54.  Sunardi L 67 Pensiunan PNS Kutisari RT V RW I, 

No. 4 Tenggilis Mejoyo 

55.  Sunari L 54 Swasta Dukuh Kupang Timur 
XVIII/50 

56.  Supadi HS. L 76 Wiraswasta (Bendahara 

PMPMHMT) 

Bratang Gede E/20 

Surabaya 

57.  Suparmi P 59 Wiraswasta Gadukan V/10 Perak 

Barat Surabaya 

58.  Suparni 
Daryanto 

L 70 Pensiunan PNS DPBT 
Pemkot Surabaya 

Kutisari RT V RW I, 
No. 26 Tenggilis 

Mejoyo 

59.  Suparto 
Brata 

L 84 Pensiunan Pemkot 
Surabaya, Budayawan 

Rungkut Asri Utara 
Surabaya  

60.  Suradi L 72 Purnawirawan AL Jl. Ikan Mungsing 

VII/20 Surabaya 

61.  Sutji Rahayu P 65 Pensiunan PNS Dukuh Kupang Timur 

RW VIII 

62.  Teguh Jupri L 77 Wiraswasta Baratajaya Barat V 
Surabaya 

63.  Tunggul L 50 Wiraswasta Baratajaya Barat XVI 

Surabaya 

64.  Urip Santoso, 
Dr. MH. 

L 52 Dosen FH Unair  Kampus B Unair Jl. 
Dharmawangsa 

Dalam Surabaya 
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